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Keterbukaan Informasi ini disusun sehubungan dengan TRANSAKSI AFILIASI TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN penambahan modal 
tanpa hak memesan efek terlebih dahulu OLEH PT PARAGA ARTAMIDA dan pt ekacentra usahamaju berdasarkan peraturan no. 
ix.d.4 (”TRANSAKSI”)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan 
bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah 
benar dan tidak ter dapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan 
Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. 

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG 
DILAKUKAN OLEH PT BUMI SERPONG DAMAI TBK (“PERSEROAN”) BERDASARKAN PERATURAN 

BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 
25 NOPEMBER 2009, TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI 

TERTENTU.  (“PERATURAN NO. IX.E.1”), SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL 
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.D.4 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-429/BL/2009 TANGGAL 9 DESEMBER 2009 TENTANG 
PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (”PERATURAN NO. IX.D.4”).

DEFINISI
Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:
BAPEPAM-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, dengan 
struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 
30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dahulu dikenal 
dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti 
serta penerima hak dan kewajibannya.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia
Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi-informasi 

material dan relevant terkait dengan Transaksi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur 

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 
wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 
(tigapuluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, 
dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa 
keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam-LK 
ke OJK, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 55 UU No. 
21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan 
kewajibannya.

PAM : PT Paraga Artamida, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum negara Indonesia dan berkedudukan di 
Jakarta Barat dengan alamat di Jl. Kalibesar Barat No. 8.

ECUM : PT Ekacentra Usahamaju, suatu perseroan terbatas 
yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan 
berkedudukan di Jakarta Utara dengan alamat di Gedung ITC 
Mangga Dua Lantai 7 dan 8, Jl. Mangga Dua Raya.

Nilai Transaksi : Nilai transaksi penyertaan saham yang telah 
dilakukan oleh PAM dan ECUM yaitu sebesar 
Rp. 1.820 per saham atau seluruhnya sebesar  
Rp. 1.592.226.636.000.

Penilai Independen : KJPP Rengganis, Hamid & Rekan, konsultan penilai independen 
yang terdaftar di Bapepam-LK yang melakukan penilaian atas 
aktiva tetap, penilaian atas saham dan memberikan pendapat 
kewajaran atas Transaksi Pembelian dan Penyertaan Saham.  

Penyelesaian : Penyelesaian Transaksi.
PMTHMETD : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.4
Rp. : Rupiah, mata uang yang berlaku resmi di Indonesia.
Transaksi : Transaksi PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Bagian I 

Pendahuluan.
Saham Baru : Sebesar 874.849.800  (delapan ratus tujuh puluh empat juta 

delapan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus) Saham 
Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau yang mewakili 5% dari 
modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak 
suara yang sah

UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas.

I. PENDAHULUAN
Keterbukaan informasi ini disusun terkait dengan tindakan Perseroan dalam melakukan 
PMTHMETD sebagaimana informasinya telah dimuat pada surat kabar Investor Dailiy pada tanggal 
15 Mei 2013 dan Informasi Tambahan tertanggal 28 Mei 2013, dan telah disetujui oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2013, dimana 
Perseroan telah menginformasikan bahwa apabila ada calon investor yang akan mengambil saham-
saham yang ditawarkan oleh Perseroan merupakan pihak afiliasi dari Perseroan, maka pengeluaran 
saham-saham baru Perseroan ini harus memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
Keterbukaan Informasi ini disusun untuk memberikan penjelasan kepada para pemegang saham 
Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD oleh PAM dan ECUM sebagai pemegang saham 
utama Perseroan yang melakukan penyertaan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan, 
dengan total pengeluaran saham sebesar 5% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau 
sejumlah total sebesar 874.849.800 (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat 
puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang masing-masing diambil oleh PAM dan ECUM 
sebanyak 437.424.900 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat ribu sembilan 
ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau yang masing-masing mewakili 2,5% dari 
modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah pada tanggal 28 April 
2014 (”Transaksi”).
Perseroan, PAM, dan ECUM merupakan pihak yang terafiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam 
Peraturan No. IX.E.1, karena PAM dan ECUM merupakan pemegang saham utama Perseroan, 
dimana PAM memiliki 4.422.720.330 (empat miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus 
dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh) saham atau yang mewakili 25,28% dari modal disetor dan 
ditempatkan dalam Perseroan dan ECUM memiliki 4.404.400.000 (empat miliar empat ratus empat 
juta empat ratus ribu) saham atau yang mewakili 25,17% dari modal disetor dan ditempatkan dalam 
Perseroan. Setelah dilakukannya penyertaan ini, maka PAM memiliki 4.860.145.230 saham atau 
yang mewakili 26,45% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan, dan ECUM memiliki 
4.841.825.400 saham atau yang mewakili 26,35% dari modal disetor dan ditempatkan dalam 
Perseroan.
Transaksi ini merupakan transaksi yang wajar dan tidak mengandung unsur benturan kepentingan 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, sebagaimana dapat dilihat dari Nilai 
Transaksi yang merupakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen. Oleh karena 
itu, Transaksi ini tidak memerlukan persetujuan dari para pemegang saham independen Perseroan. 
Namun Transaksi ini perlu dilaporkan kepada Bapepam-LK sebagaimana diatur dalam Peraturan 
No. IX.E.1.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN
A.	Umum
Perseroan pertama kali didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Serpong 
Damai No. 50 tanggal 16 Januari 1984 jo Akta Perubahan No. 149 tanggal 27 Oktober 1984 dan 
Akta Perubahan No. 82 tanggal 23 April 1985, ketiganya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, 
Notaris di Jakarta. Akta Pendirian beserta perubahannya tersebut telah memperoleh pengesahan 
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710.HT.01.01.
Th.85 tanggal 10 September 1985 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat berturut di bawah No. 1008/1985, No. 1007/1985 dan No. 1006/1985 ketiganya 
tanggal 25 September 1985 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 
tanggal 22 Agustus 1986, Tambahan No. 1016. 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dituangkan dalam Akta 
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11, tanggal 10 Juni 2011, dibuat oleh 
Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta. Akta ini telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Keputusan No.AHU-32617.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah 
No.AHU-0052864.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011, dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2012, Tambahan No. 53567.
Perseroan mencatatkan seluruh sahamnya pada BEI pada tanggal 6 Juni 2008.
B.	Kegiatan Usaha 
Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam 
bidang pembangunan (real estate) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam 
bidang jasa dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan usaha utama:
1.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha di bidang pembangunan perumahan, 

perkantoran dan pusat niaga, perhotelan, kawasan perindustrian, pusat sarana olahraga, beserta 
fasilitas-fasilitasnya; 

2.	 memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan 
cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta 
mengalihkan ha katas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan 
atau tanpa bangunan (baik dengan cara perjualan maupun dengan cara lain) atau memberi hak 
kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa 
bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);

3.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang yang 
berhubungan dengan perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana 
dan kawasan perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, 
tempat-tempat hiburan lain, beserta fasilitas-fasilitasnya;

4.	 mendirikan dan menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan, termasuk perencana dan 
pelaksanaannya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, perairan, pekerjaan mengukur, 
menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi 
termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya 
yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior;

5.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, menyewakan 
bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-
faslitasnya.

Kegiatan usaha penunjang:
1.	 mendirikan usaha di bidang jasa antara lain transportasi, jasa keamanan, kebersihan berikut 

usaha-usaha jasa lainnya (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak);
2.	 mendirikan dan menjalankan usaha perdagangan –perdagangan impor/ekspor, antar pulau/

daerah, serta lokal, keagenan, perwakilan, dan distributor dari badan-badan atau perusahaan-
perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan perantara.

C.	Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tanggal 28 Desember 2010, dibuat di 
hadapan Charlon Situmeang, SH, pengganti dari P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta, 
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03029.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan  yang dikelola oleh kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
dibawah No. AHU-0005024.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan telah diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 23764, 
susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar	 : 	R p. 4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	 : 	R p. 1.749.699.659.200
Modal Disetor	 : 	R p. 1.749.699.659.200
Modal Dasar tersebut terdiri atas 40.000.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100 per 
saham.
Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 
2014  yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham
Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham %

Modal Dasar 4.000.000.000.000 40.000.000.000
Pemegang Saham:
-	 PT Paraga Artamida 442.272.033.000 4.422.720.330 25,28
-	 PT Ekacentra Usahamaju 440.440.050.000 4.404.400.000 25,17
-	 PT Serasi Niaga Sakti 59.839.609.000 598.396.090 3,42
-	 PT Metropolitan Transcities Indonesia 50.292.313.000 502.923.130 2,87
-	 PT Simas Tunggal Centre 37.594.147.000 375.941.470 2,15
-	 PT Pembangunan Jaya 17.550.031.000 175.500.310 1,00
-	 PT Aneka Karya Amarta 30.921.223.000 309.212.230 1,77
-	 PT Apta Citra Universal 8.261.654.000 82.616.540 0,47
-	 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 7.033.384.000 70.333.840 0,40
-	 PT Bhineka Karya Pratama 4.327.101.000 43.271.010 0,25
-	 PT Nirmala Indah Sakti 3.000.000.000 30.000.000 0,17
-	 PT Anangga Pertiwi Megah 3.000.000.000 30.000.000 0,17
-	 Masyarakat 645.168.114.200 6.451.681.142 36,88
Modal Ditempatkan dan Disetor 1.749.699.659.200 17.496.996.592 100,00
Portepel 2.250.300.340.800 22.503.003.408

D.	Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 30 Mei 2013, dibuat 
di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan 
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-24769, tanggal 19 Juni 2013 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah 
No. AHU-0058011.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 19 Juni 2013, susunan Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur 	 : 	 Franciscus Xaverius Ridwan Darmali
Wakil Presiden Direktur 	 : 	 Michael Jackson Purwanto Widjaja
Direktur 	 : 	 Petrus Kusuma 
Direktur 	 : 	 Syukur Lawigena 
Direktur 	 : 	H ermawan Wijaya 
Direktur  	 : 	 Lie Jani Harjanto 
Direktur 	 : 	H ongkyJeffry Nantung 
Direktur 	 : 	 Liauw Herry Hendarta 
Direktur Tidak Terafiliasi 	 : 	 Monik William
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris 	 : 	 Muktar Widjaja
Wakil Presiden Komisaris 	 : 	 Franky Oesman Widjaja
Komisaris 	 : 	 Benny Setiawan Santoso
Komisaris 	 : 	 Teky Mailoa
Komisaris 	 : 	 Welly Setiawan Prawoko
Komisaris Independen 	 : 	 Teddy Pawitra
Komisaris Independen 	 : 	 Susiyati Bambang Hirawan
Komisaris Independen 	 : 	E dwin Hidayat

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN 
DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

A.	TRANSAKSI 
1.	 Alasan dan Latar Belakang 
Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dirasakan perlu untuk 
memperkuat struktur permodalan Perseroan dan untuk menambah likuiditas saham yang ada di BEI. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMTHMETD.
Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan telah mengeluarkan saham sebesar 5% dari modal 
ditempatkan dan disetor Perseroan atau sejumlah total sebesar 874.849.800  (delapan ratus tujuh 
puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang masing-
masing diambil oleh PAM dan ECUM sebanyak 437.424.900 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu 
empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau 
yang masing-masing mewakili 2,5% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan 
hak suara yang sah pada tanggal 28 April 2014.
2.	 Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan 
Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan 
Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dengan jumlah saham beredar 
Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. 
Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga 
tidak merugikan pemegang saham saat ini.
3.	 Uraian Singkat Mengenai Transaksi 
(a) Transaksi 
(i)	 Obyek Transaksi
Perseroan telah mengeluarkan saham sebesar 5% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan 
atau sejumlah total sebesar 874.849.800  (delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus 
empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham, yang masing-masing diambil oleh PAM dan 
ECUM sebanyak 437.424.900 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat ribu 
sembilan ratus) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.100 atau yang masing-masing mewakili 2,5% 
dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah pada tanggal 
28 April 2014.
Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008 
tanggal 30 Juni 2008, tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan No. IX.H.1”). 
Hal tersebut dikarenakan Perseroan merupakan anak perusahaan dari PAM dan ECUM, sehingga 
Transaksi tersebut tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian pada Perseroan.
Berikut ini adalah informasi mengenai PAM dan ECUM.
1.	 PT Paraga Artamida (”PAM”)
Riwayat Singkat
Merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia 
berdasarkan Akta Pendirian No. 17, tanggal 27 Januari 1989, sebagaimana telah diubah dengan 
Akta Ikut Serta Sebagai Pendiri dan Perubahan No. 24, tanggal 26 April 1989, dan Akta Perubahan 
No. 2, tanggal 4 Januari 1991, ketiganya dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal, SH, Notaris di 
Jakarta, yang memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat 
Keputusan No. C2-6710 HT.01.01.TH.91, tanggal 15 Nopember 1991 telah didaftarkan di Kantor 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1148/1991, 1149/1991, dan 1150/1991, tanggal 7 
Desember 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8, tanggal 28 
Januari 1992, Tambahan No. 383.
Anggaran Dasar  telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34, tanggal 27 November 2008, dibuat oleh P. 
Sutrisno A. Tampublon, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-99747.AH.01.02.
Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0125482.AH.01.09.Tahun 2008, 
tanggal 24 Desember 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, 
tanggal 13 Maret 2009, Tambahan No. 7478 (”Akta No. 34/2008”).
PAM berkedudukan di Jakarta Barat dengan alamat di Jl. Kalibesar Barat No. 8, Kelurahan Roa 
Malaka, Kecamatan Tambora; Telf: 021- 6908684; Fax: 021-6907632). 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar , maksud dan tujuan PAM ialah berusaha dalam bidang 
pembangunan real estate, jasa, perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, dan kehutanan, 
pertanian, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PAM dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.	 (1)	mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pembangunan 

perumahan, perkantoran, pertokoan dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
(2)	mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, 

menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan beserta 
fasilitas-fasilitasnya;

(3)	mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang yang berhubungan 
dengan perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan sarana perumahan, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran dan tempat hiburan lain beserta 
fasilitas-fasilitasnya;

(4)	mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang penyediaan 
sarana dan prasarana, melaksanakan pembangunan, pengusahaan dan pengembangan 
kawasan industri;

(5)	mendirikan dan menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan, termasuk perencana dan 
pelaksanaannya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, perairan, pekerjaan 
mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan 
telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala 
pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior;

(6)	memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan 
cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta 
mengalihkan hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan 
atau tanpa bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan cara lain) atau memberi 
hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau 
tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);

b.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pemberian jasa sebagai 
konsultan rekayasa teknik, konsultan kontraktor, konsultan manajemen dan jasa lain pada 
umumnya (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak);

c.	 mendirikan dan menjalankan usaha perdagangan impor/ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, 
keagenan, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik 
dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara;

d.	 mendirikan dan menjalankan dan usaha-usaha di bidang perindustrian pada umumnya, 
termasuk pabrik-pabrik, industri perumahan dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil 
produksinya;

e.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pertambangan pada 
umumnya, kecuali pertambangan minyak dan gas bumi;

f.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pengolahan hasil hutan, 
perkebunan, pertanian dan perikanan darat/laut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 34/2008, susunan permodalan  adalah sebagai berikut: 
Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp.    889.386.488.000
Modal Disetor : Rp.    889.386.488.000
Modal Dasar  tersebut terbagi atas 1.000.000.000 saham dengan nilai nominal  
Rp. 1.000 per saham.
Sedangkan susunan pemegang saham  adalah sebagai berikut:

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal
(Rp) %

1. PT Sinar Mas Tunggal 13.100.500 13.100.500.000 1,47
2. PT Sinarindo Gerbangmas 125.899.500 125.899.500.000 14,16
3. Sinarmas Land Limited (d/h Asia Food & 

Properties Ltd.)
750.386.488 750.386.488.000 84,37

Jumlah 889.386.488 889.386.488.000 100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PAM No. 2 tanggal 3 Februari 2014, dibuat di 
hadapan Hannywati Susilo, S.H., MKn, Notaris di Tangerang Selatan yang telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11810, tanggal 19 Maret 2014 dan didaftarkan pada 
Daftar Perseroan dengan No. AHU-0023449.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014, susunan 
Dewan Komisaris dan Direksi  PAM adalah sebagai berikut: 
Dewan Komisaris
Komisaris Utama	 : Michael Jackson Purwanto Widjaja
Komisaris	 : Franky Oesman Widjaja 
Direksi
Direktur Utama	 : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali 
Direktur	 : Teky Mailoa 
Direktur	 : Hermawan Wijaya
2.	 PT Ekacentra Usahamaju
Riwayat Singkat
Merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia 
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ECUM No. 302 tanggal 31 Maret 1992, dibuat di hadapan 
Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-13140.HT.01.01.TH.93, tanggal 6 Desember 
1993, telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 60/1994 tanggal 
3 Januari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, tanggal 5 
Agustus 1994, Tambahan No. 5112.
Anggaran Dasar  telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita 
Acara Rapat ECUM No. 53, tanggal 16 Agustus 2013, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota 
Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-57080.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 8 Nopember 
2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-0104473.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 8 Nopember 2013 
(”Akta No. 53/2013”).
ECUM berkedudukan di Jakarta Utara dengan alamat di Gedung ITC Mangga Dua Lantai 7 dan 
8, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara; Telf: 021- 6019788; Fax: 
021-6016214. 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar , maksud dan tujuan ECUM ialah berusaha dalam bidang 
pembangunan, jasa, perdagangan industri, pertambangan dan kehutanan, pertanian dan perikanan.  
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ECUM dapat melaksanakan kegiatan usaha 
sebagai berikut:
a.	 (1)	menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, pertokokan dan pusat 

niaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
(2)	menjalankan usaha menjual, menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor 

dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya;
(3)	menjalankan usaha di bidang yang berhubungan dengan perencanaan, pembuatan serta 

pemeliharaan sarana perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-
klub, restoran dan tempat hiburan lain beserta fasilitas-fasilitasnya;

(4)	menjalankan usaha di bidang penyediaan sarana dan prasarana, melaksanakan 
pembangunan, pengusahaan dan pengembangan kawasan industri;

(5)	menjalankan usaha sebagai biro bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 
lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan termasuk perencanaan dan pelaksanaannya, 
juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, pengairan, pekerjaan mengukur, menggali dan 
menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk 
pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang 
berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior;

(6)	memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan (baik dengan 
cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain), serta 
mengalihkan hak atas tanah-tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan 
atau tanpa bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan cara lain) atau memberi 
hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau 
tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain);

b.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pemberian jasa sebagai 
konsultan rekayasa teknik, konsultan kontraktor, konsultan manajemen dan jasa lain pada 
umumnya (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak);

c.	 mendirikan dan menjalankan usaha perdagangan impor/ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, 
keagenan, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik 
dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara;

d.	 mendirikan dan menjalankan dan usaha-usaha di bidang perindustrian pada umumnya, 
termasuk pabrik-pabrik, industri perumahan dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil 
produksinya;

e.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pertambangan pada 
umumnya, kecuali pertambangan minyak dan gas bumi;

f.	 mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pengolahan hasil hutan, 
perkebunan, pertanian dan perikanan darat/laut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 53/2013, struktur permodalan adalah sebagai berikut: 
Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp. 1.836.000.000.000
Modal Disetor : Rp. 1.836.000.000.000
Modal Dasar  tersebut terbagi atas 2.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham.
Sedangkan susunan pemegang saham  adalah sebagai berikut:

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham
Nilai Nominal

(Rp)
%

PT Paraga Artamida 1.835.999.999 1.835.999.999.000 99,999
PT Sinar Mas Tunggal 1 1.000 0,001

Jumlah 889.386.488 889.386.488.000 100,000
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham ECUM No. 13 tanggal 17 Desember 
2013, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, S.H., MKn, Notaris di Kota Tangerang Selatan yang 
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-03488, tanggal 6 Pebruari 2014 dan 
didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
di bawah No. AHU-0008623.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 6 Pebruari 2014, susunan Dewan 
Komisaris dan Direksi ECUM  adalah sebagai berikut: 
Dewan Komisaris
Komisaris Utama	 : Michael Jackson Purwanto Widjaja	
Komisaris	 : Franky Oesman Widjaja	
Direksi
Direktur Utama	 : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali	
Direktur	 : Teky Mailoa	
Direktur	 : Hermawan Wijaya
(ii) Nilai Transaksi
Nilai Transaksi yaitu sebesar Rp. 1.820 per saham atau seluruhnya sebesar Rp. 1.592.226.636.000.
(iii) Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi
Berikut ini kami jabarkan keterangan singkat atas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi:
(1) Perseroan
Keterangan tentang Perseroan dapat dilihat pada bagian II di atas.
(2) PAM
Keterangan tentang PAM dapat dilihat pada bagian III.A.3 (a) di atas
(3) ECUM
Keterangan tentang ECUM dapat dilihat pada bagian III.A.3 (a) di atas
(iv)Struktur Kepemilikan Saham Perseroan Sebelum dan Setelah Transaksi Penyertaan Modal 
Sebelum Transaksi 

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham
Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham %

Modal Dasar 4.000.000.000.000 40.000.000.000
Pemegang Saham:
-	 PT Paraga Artamida 442.272.033.000 4.422.720.330 25,28
-	 PT Ekacentra Usahamaju 440.440.050.000 4.404.400.000 25,17
-	 PT Serasi Niaga Sakti 59.839.609.000 598.396.090 3,42
-	 PT Metropolitan Transcities Indonesia 50.292.313.000 502.923.130 2,87
-	 PT Simas Tunggal Centre 37.594.147.000 375.941.470 2,15
-	 PT Pembangunan Jaya 17.550.031.000 175.500.310 1,00

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham
Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham %

-	 PT Aneka Karya Amarta 30.921.223.000 309.212.230 1,77
-	 PT Apta Citra Universal 8.261.654.000 82.616.540 0,47
-	 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 7.033.384.000 70.333.840 0,40
-	 PT Bhineka Karya Pratama 4.327.101.000 43.271.010 0,25
-	 PT Nirmala Indah Sakti 3.000.000.000 30.000.000 0,17
-	 PT Anangga Pertiwi Megah 3.000.000.000 30.000.000 0,17
-	 Masyarakat 645.168.114.200 6.451.681.142 36,88
Modal Ditempatkan dan Disetor 1.749.699.659.200 17.496.996.592 100,00
Portepel 2.250.300.340.800 22.503.003.408

Setelah Transaksi 

Keterangan Nilai Nominal Rp100,- per saham
Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham %

Modal Dasar 4.000.000.000.000 40.000.000.000
Pemegang Saham:
-	 PT Paraga Artamida 486.014.523.000 4.860.145.230 26,45
-	 PT Ekacentra Usahamaju 484.182.540.000 4.841.825.400 26,35
-	 PT Serasi Niaga Sakti 59.839.609.000 598.396.090 3,26
-	 PT Metropolitan Transcities Indonesia 50.292.313.000 502.923.130 2,74
-	 PT Simas Tunggal Centre 37.594.147.000 375.941.470 2,05
-	 PT Pembangunan Jaya 17.550.031.000 175.500.310 0,96
-	 PT Aneka Karya Amarta 30.921.223.000 309.212.230 1,68
-	 PT Apta Citra Universal 8.261.654.000 82.616.540 0,45
-	 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 7.033.384.000 70.333.840 0,38
-	 PT Bhineka Karya Pratama 4.327.101.000 43.271.010 0,24
-	 PT Nirmala Indah Sakti 3.000.000.000 30.000.000 0,16
-	 PT Anangga Pertiwi Megah 3.000.000.000 30.000.000 0,16
-	 Masyarakat 645.168.114.200 6.451.681.142 35,12
Modal Ditempatkan dan Disetor 1.837.184.639.200 18.371.846.392 100,00
Portepel 2.162.815.360.800 21.628.153.608

B.	Hubungan Afiliasi antara Perseroan, PAM, dan ECUM pada Transaksi 
(a) Dari sudut kepemilikan
PAM dan ECUM, yang merupakan pemegang saham utama Perseroan.
(b) Dari sudut kepengurusan
Terdapat kesamaan hubungan kepengurusan antara Perseroan, PAM, dan ECUM, sebagai berikut:
(i)	 Franciscus Xaverius Ridwan Darmali, selain menjadi Presiden Direktur Perseroan, juga menjadi 

Direktur Utama PAM, dan Direktur Utama ECUM; 
(ii)	 Michael Jackson Purwanto Widjaja, selain menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan juga 

menjadi Komisaris Utama PAM, dan Komisaris Utama ECUM; 
(iii)	Hermawan Wijaya, selain menjadi Direktur Perseroan juga menjadi Direktur PAM, dan Direktur 

ECUM;
(iv)	Teky Mailoa, selain menjadi Komisaris Perseroan juga menjadi Direktur PAM, dan Direktur 

ECUM; dan
(v)	 Franky Oesman Widjaja, selain menjadi Wakil Presiden Komisaris Perseroan juga menjadi 

Komisaris PAM, dan Komisaris ECUM.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK 
DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:
1.	 Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan (KJPP-RHR) selaku Penilai Independen 

yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan 
kewajaran Transaksi

V. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK 
INDEPENDEN 

Pendapat kewajaran ini disusun oleh KJPP-RHR berdasarkan laporan No.RHR00R1P041400393 
tanggal 29 April 2014.
A.	Pihak-pihak dalam Transaksi 
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah:
•	 PT Bumi Serpong Damai, Tbk (“Perseroan” atau ”BSDE”);
•	 PT Paraga Artamida (”PAM”);
•	 PT Ekacentra Usahamaju (”ECUM”)
B.	Obyek Analisis Kewajaran 
Objek analisis kewajaran dalam kaitannya dengan Transaksi yaitu Penambahan Modal Tanpa Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) ekuitas 
BSDE oleh PAM dan ECUM.
C.	Tujuan Analisis Kewajaran 
Memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi 
kepada publik.
Laporan pendapat kewajaran ini berkaitan dengan Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi 
afiliasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.1.
D.	Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran 
•	 KJPP-RHR berasumsi bahwa Transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh 

Manajemen dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai pelaksanaan 
Transaksi tersebut yang diungkapkan oleh pihak manajemen Perseroan.

•	 KJPP-RHR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas Transaksi dari segi hukum dan 
implikasi aspek perpajakan.

•	 KJPP-RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-
asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini sejak penerbitan Pendapat 
Kewajaran sampai tanggal efektif Transaksi.  

•	 Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari 
analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat 
menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. 
Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat 
dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

•	 Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi 
pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali 
Perseroan dan pihak-pihak yang terkait akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat 
diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.

•	 KJPP-RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat 
kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal penilaian (subsequent events), namun 
hanya akan mengungkapkannya di dalam Laporan Penilaian, sejauh diketahui atau patut 
diketahui oleh Penilai. Dalam hal kejadian tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai, maka sifat 
dan dampaknya akan diungkapkan dalam Laporan Penilaian.

•	 Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberi rekomendasi kepada pemegang saham Perseroan 
untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi tersebut.

E.	 Pendekatan dan Analisis Kewajaran 
Analisis kewajaran terhadap Transaksi Perseroan dikaji melalui beberapa aspek analisis sebagai 
metodologi yang digunakan meliputi:
•	 Analisis terhadap Transaksi;
•	 Analisis Kualitatif dan Kuantitatif;
•	 Analisis terhadap Nilai Transaksi;
•	 Analisis atas faktor-faktor yang relevan.
Berdasarkan pemberitahuan Perseroan kepada publik yang dimuat dalam harian Investor Daily 
tertanggal 21 April 2014, mengenai Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(PMTHMETD), harga pelaksanaan adalah sebesar Rp1.820 per lembar saham. Dengan saham baru 
yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) sebanyak 874.849.800 (delapan ratus tujuh puluh empat 
juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal Rp100 
atau yang mewakili 5,00% dari modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.
Berdasarkan laporan penilaian ekuitas No. RHR00R1P041400392 tertanggal 25 April 2014, KJPP-
RHR berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 5,00% ekuitas BSDE per 31 Desember 2013 adalah 
sebesar Rp1.750 per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp1.530.713.000.000 (satu triliun lima 
ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).
Analisis kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan membandingkan nilai Rencana Transaksi 
yang disebutkan dalam pemberitahuan Perseroan kepada publik yang dimuat dalam harian Investor 
Daily tertanggal 21 April 2014, mengenai PMTHMETD atas rencana penambahan modal Perseroan 
dengan Nilai Pasar Wajar 5,00% ekuitas BSDE. 
Manfaat Rencana Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:
-	 Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan 

Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
-	 Bertambahnya jumlah saham beredar Perseroan yang akan meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham Perseroan.
-	 Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar 

sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.
F.	 Kesimpulan Analisis Kewajaran 
Berdasarkan analisis di atas, nilai Transaksi adalah 4,02% lebih tinggi dari Nilai Pasar Wajar, 
sehingga Transaksi dapat dikatakan wajar karena masih berada dalam rentang deviasi maksimum 
7,5% dari Nilai Pasar Wajar  (batas maksimum yang diatur dalam peraturan Bapepam-LK No. 
VIII.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-196/BL/2012, tanggal 19 April 2012 
tentang Pedoman Penilaian Usaha di Pasar Modal).
G.	Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Transaksi, 
analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis terhadap nilai transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang 
relevan, maka kami berpendapat bahwa secara keseluruhan Transaksi adalah wajar.

VI. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS DAN 
DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi 
yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan 
pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang 
dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan 
relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam 
Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. 
Lebih lanjut lagi Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi sebagaimana 
diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, Transaksi Pembelian dan Penyertaan Saham ini 
merupakan transaksi yang wajar dan tidak mengandung unsur benturan kepentingan ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Hal tersebut dapat dilihat dari Nilai Transaksi 
yang merupakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian Penilai Independen. Oleh karena itu, 
Transaksi ini tidak memerlukan persetujuan dari para pemegang saham independen Perseroan. 
Namun Transaksi ini perlu dilaporkan kepada Bapepam-LK sebagaimana diatur dalam Peraturan 
No. IX.E.1.

VII. INFORMASI TAMBAHAN
Pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam 
kerja di alamat berikut:

PT Bumi Serpong Damai Tbk
u/p: Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sinar Mas Land Plaza, Wing B 3rd Floor
Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park

BSD City, Tangerang 15345 - Indonesia
Telepon: (62-21) 50 368 368; 

Fax: (62-21) 5058 8270


